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Abstrak : Politik hukum HAM ditandai oleh pembentukan dan penguatan 
institusi-institusi perlindungan HAM, seperti penguatan Komnas HAM, 
pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK), Komnas Perempuan, Komnas 
HAM Anak, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan korban. Sehingga 
dalam konsep Negara hukum Pancasila, perlu adanya penekanan tentang 
pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban serta antara 
kebebasan dan tanggung jawab dalam penegakan HAM. 
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PENDAHULUAN 
Hak Asasi manusia sebagai konsep moral untuk bermasyarakat 
dan bernegara telah lama diperjuangkan orang baik secara indifidual 
maupun secara kolektif. Pada tahun 1215 di Inggris para bangsawan 
berhasil memaksa raja untuk mengeluarkan Magna Charta Libertatum. 
Piagam yang dikeluarkan oleh raja Inggris itu barangkali boleh dipandang 
sebagai piagam hak asasi yang pertama di dunia, karena didalamnya 
ditegaskan perlindungan bagi hak asasi manusia, yaitu larangan terhadap 
raja untuk melakukan penahanan, penghukuman, dan perampasan 
benda-benda secara sewenang-wenang. Bahwa hak asasi telah diakui 
secara jelas untuk bebas dari perilaku kejam dan sewenang-wenang, dan 
perlindungan bagi hak milik. Dengan begitu sebenarnya Magna Charta 
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Libertatum merupakan prinsip-prinsip moral dan sekalugus hukum yang 
diharapkan dapat mengendalikan raja. 
Pada massa abad ke 17 samapai dengan abad ke 19 sejarah 
menyaksikan golongan borjuis liberal berjuang untuk mengakhiri 
kekuasaan pemerintah feodal di Eropa Barat, dan kemudian berhasil 
menegakkan Negara konstitusional yang memberikan pengakuan dan 
perlindungan bagi hak-hak asasi manusia, seperti : hak atas hidup, 
kemerdekaan dan hak milik, serta hak untuk mengejar kebahagiaan. 
Dalam periode yang sama yaitu pada abad ke 19 itu muncul pula gerakan 
kaum buruh yang menuntut agar hak-hak sosial, yaitu : hak atas syarat-
syarat pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan diakui di dalam sistem 
negara konstitusional tersebut. Kaum buruh semula mendukung 
perjuangan golongan borjuis mengakhiri rezim pemerintahan feodal, maka 
ketika rezim pemerintahan feodal berhasil ditumbangkan, golongan buruh 
tak lupa memperjuangkan kepentingan-kepentingan dan hak-haknya 
sebagai suatu kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat (Frans 
Magnis Suseno, 1987 : 124). 
Sejarah perkembangan masyarakat pada abad ke-20 
memberikan pula dimensi-dimensi baru pada konsep hak asasi manusi. 
Pengalaman hidup dibawah rezim-rezim pemerintah fasis dan totaliter 
yang bengis dan kejam, seperti yang pernah dialami oleh masyarakat-
masyarakat Jerman, Italia, dan Jepang telah pula mewarnai konsep 
pernyataan umum hak asasi manusia yang pernah dikeluarkan oleh 
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Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember, Tahun 
1948. Pernyataan Umum hak asasi manusia tersebut antara lain 
menyatakan : 
1) Tiada seorang juapun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam, 
dengan tak mengingat kemanusian atau pun jalan perlakuan atau 
hukum yang menghinakan (Pasal 5 Pernyataan Umum hak asasi 
manusia PBB); 
2) Tiada seorang juapun boleh ditangkap, ditahan, atau dibuang secara 
sewenang-wenang (Pasal 9 Pernyataan Umum hak asasi manusia 
PBB) (Paul S. Baut & Bey Harman K, 1988 :77). 
Kedua pasal Pernyataan Umum hak asasi manusia PBB tersebut 
diatas mencerminkan sikap yang menolak dengan tegas dan tidak 
membenarkan praktek-praktek kekuasaan yang pernah dilakukan oleh 
rezim-rezim pemerintahan fasis dan totaliter pada sebelum dan selama 
perang dunia kedua.  
Pelaksanaan hak asasi manusia dalam hak-hak hukum 
masyarakat Indonesia, yang dimaksudkan adalah, bagaimana konsep hak 
asasi manusia yang secara tegas dan jelas diakui keberadaannya dalam 
undang-undang dasar 1945 atau peraturan dasar negara itu dilaksanakan 
oleh negara di dalam masyarakat. Atau lebih khusus lagi akan dibahas 
seberapa jauh pranata-pranata hukum yang ada dapat mendukung 
efektifitas pelaksanaan hak asasi manusia yang telah diakui 
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keberadaannya dalam UUD 1945  hasil amandemen (Abdul Hakim 
Garuda Nusantara, 1988 : 174). 
Politik hukum HAM adalah kebijakan hukum HAM (human rights 
legal policy) tentang penghormatan (to respect), pemenuhan (to fulfill) dan 
perlindungan HAM (to protect). Kebijakan ini bisa dalam bentuk 
pembuatan, perubahan, pemuatan pasal-pasal tertentu, atau pencabutan 
peraturan perundang-undangan. Dalam pandangan Moh. Mahfud, (dalam 
Nurhadiantomo, 2004 : 53-54) implementasi politik hukum dapat berupa: 
(a) pembuatan hukum dan pembaruan terhadap bahan-bahan hukum 
yang dianggap asing atau tidak sesuai dengan kebutuhan dengan 
penciptaan hokum yang diperlukan; (b) pelaksanaan ketentuan hukum 
yang telah ada, termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para 
anggota penegak hukum. 
Politik hukum HAM pada aspek penghormatan adalah kebijakan 
yang mengharuskan negara untuk tidak mengambil langkah-langkah yang 
akan mengakibatkan individu atau kelompok gagal meraih atau memenuhi 
hak-haknya. Sementara pemenuhan adalah negara harus mengambil 
tindakan legislatif, administratif, anggaran, yudisial atau langkah-langkah 
lain untuk memastikan terealisasinya pemenuhan hak-hak. Sedangkan 
perlindungan adalah bagaimana negara melakukan kebijakan guna 
mencegah dan menanggulangi dilakukannya pelanggaran sengaja atau 
pembiaran. 
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Kenyataan bahwa Indonesia sejak masa lalu sangat banyak 
terjadi pelanggaran HAM, yang tidak sedikit diantaranya dilakukan oleh 
aparat resmi, tentu mengherankan sebab negara ini didirikan diatas 
prinsip negara hukum. Penerimaan negara Indonesia sebagai negara 
hukum ini bukan hanya karena bunyi Penjelasan UUD 1945, yang pada 
kunci pokok pertama sistem Negara menyebut bahwa “Indonesia ialah 
Negara berdasarkan hukum (rechtsstaat)…”,melainkan juga karena 
alasan-alasan lain seperti yang dituangkan dalam pembukaan maupun di 
dalam batang tubuh UUD 1945 sendiri. Baik isi pembukaan atau batang 
tubuh UUD 1945 yang secara tegas menyebutkan adanya prinsip 
demokrasi dan pengakuan serta perlindungan HAM merupakan bukti 
bahwa Indonesia menganut prinsip Negara hukum (Muh. Mahfud MD, 
2010 : 140-141). 
Bagaimana politik hukum HAM di Indonesia pasca Orde Baru dan 
masalah efektifitas pelaksanaan Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 
Pasca Amandemen. Penulisan ini diperlukan untuk melihat benang merah 
komitmen Negara terhadap HAM pasca amandemen UUD 1945. 
 
PEMBAHASAN DAN ANALISIS 
Perjuangan HAM Di Masa Transisi  
Berhentinya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada 
21 Mei 1998 menandai berhentinya secara formal rezim Orde Baru, 
sekaligus terbukanya harapan akan kehidupan hukum dan politik 
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demokratis di Indonesia. B.J. Habibie yang menggantikan Soeharto di 
tengah-tengah ketidakpastian politik yang mencemaskan, mengambil 
langkah cepat dengan mengumumkan sekaligus menyebut kabinetnya 
dengan nama “Kabinet Reformasi Pembangunan”. Sebutan “Kabinet 
Reformasi” sudah merupakan respon positif B.J. Habibie terhadap 
gerakan sejumlah tokoh, antara lain Amin Rais dan mahasiswa yang 
mengusung isu reformasi sebagai pengikat semua elemen gerakan untuk 
mengkoreksi dan bahkan akhirnya menuntut Soeharto turun dari 
jabatannya. 
Konsisten dengan nama kabinet yang ia bentuk, dan untuk 
memenuhi tuntutan reformasi, Presiden B.J. Habibie melakukan langkah 
awal yang strategis dalam bentuk membuka sistem politik yang selama ini 
tertutup, menunjukkan kemauan politik yang kuat untuk menjamin 
perlindungan HAM, menghentikan korupsi, kolusi dan nepotisme, 
menghapus dwi-fungsi ABRI, mengadakan pemilu secepatnya, dan 
sebagainya. 
Masa-masa awal pemerintahan B.J. Habibie, isu tentang HAM 
sempat diwarnai oleh perdebatan mengenai konstitusionalitas 
perlindungan HAM. Perdebatannya tidak saja berkaitan dengan teori 
HAM, tetapi juga dasar hukumnya, apakah ditetapkan melalui TAP MPR 
atau dimasukkan dalam UUD? Gagasan mengenai Piagam HAM yang 
pernah muncul di awal Orde Baru itu muncul kembali. Begitu pula 
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gagasan untuk mencatumkannya ke dalam pasal-pasal Undang-Undang 
Dasar juga muncul kembali ke dalam wacana perdebatan HAM ketika itu. 
Karena kuatnya tuntutan dari kelompok-kelompok reformasi, 
maka perdebatan bermuara pada lahirnya Ketetapan MPR No. 
XVII/MPR/1998 tentang HAM. Isinya bukan hanya memuat Piagam HAM, 
tetapi juga memuat amanat kepada presiden dan lembaga-lembaga tinggi 
negara untuk memajukan perlindungan HAM, termasuk mengamanatkan 
untuk meratifikasi instrumen-instrumen internasional HAM. Hasil Pemilu 
1999 merubah peta kekuatan politik di MPR/DPR. Kekuatan politik pro-
reformasi mulai memasuki gelanggang politik formal, yakni MPR/DPR. 
Selain berhasil mengangkat K.H. Abdurrachman Wahid sebagai Presiden, 
mereka juga berhasil menggulirkan terus isu perubahan terhadap Undang-
Undang Dasar 1945. Tetapi perjuangan untuk membuat kerangka hukum 
perlindungan HAM dalam UUD 1945 berjalan alot. 
Para pendukung HAM memandang bahwa perlindungan yang 
lebih besar terhadap HAM sangat diperlukan, untuk mencegah terjadinya 
berbagai pelanggaran seperti yang pernah terjadi pada zaman 
pemerintahan otoriter Soeharto. Menurut Harianto, kendati MPR sudah 
mengundangkan Tap MPR No. XVII Tahun 1998 tentang HAM dan 
pemerintahan B.J. Habibie sudah mengeluarkan UU No. 39 Tahun 1999 
juga tentang HAM, perlindungan oleh Konstitusi masih tetap diperlukan. 
Kelompok penentang berpendapat, bahwa orang tidak perlu 
mengadopsi aturan tentang HAM. Muhammad Ali (PDIP) beranggapan 
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bahwa undang-undang dan Tap MPR tentang HAM sudah lebih dari 
cukup. Mengamini Muhammad Ali, Siti Hartati Murdaya dari FUG (Fraksi 
Utusan Golongan) mengatakan bahwa usulan komprehensif tentang HAM 
akan menghancurkan karakter khusus dan semangat 1945 kemerdekaan 
Indonesia tanpa merinci apa yang dimaksud dengan ‘karakter’ dan 
‘semangat’ itu. 
Meskipun perdebatan berlangsung alot, pada Sidang Tahunan 
MPR tahun 2000, perjuangan untuk memasukkan perlindungan HAM ke 
dalam Undang-Undang Dasar akhirnya berhasil dicapai. MPR sepakat 
memasukan HAM ke dalam Bab XA, yang berisi 10 Pasal HAM (dari pasal 
28A-28J) pada Amandemen Kedua UUD 1945 yang ditetapkan pada 18 
Agustus 2000, yang melengkapi dan memperluas Pasal 28. 
Tolak tarik kepentingan antar elite di MPR/DPR mengenai luas 
lingkup perubahan UUD 1945, termasuk substansi HAM yang harus 
dimuat di dalamnya tidak saja dilatarbelakangi oleh perbedaan persepsi 
tentang konsep HAM di antara para elite politik di parlemen, yang nyaris 
menyerupai perdebatan para pendiri bangsa di BPUPKI, tetapi juga 
kepentingan politik pendukung status quo Orde Baru yang cemas akan 
kuatnya desakan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi dan 
dilakukan oleh penguasa Orde Baru. Kuatnya tarik menarik itu, memaksa 
politik hukum HAM pada era reformasi terpaksa dinegosiasikan, dan 
hasilnya memperlihatkan karakter politik hukum HAM kompromistik yang 
tercermin dalam substantif undang-undang; baik yang terdapat dalam 
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UUD 1945 perubahan ke-II, khususnya pasal yang mengatur HAM; UU 
No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta UU No. 26 Tahun 2000 tentang 
Pengadilan HAM. 
 
Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia  
Berdasarkan teori kontrak sosial masing-masing dikemukakan 
oleh John Locke, Thomas Hobbes, dan J.J. Rousseu yang masing-masing 
melahirkan konsep Negara yang berbeda-beda, untuk memenuhi hak-hak 
setiap manusia tidak mungkin dicapai oleh masing-masing orang secara 
individual, tetapi harus bersamasama. Maka dibuatlah perjanjian sosial 
yang berisi tentang apa yang menjadi tujuan bersama, batas-batas hak 
individual, dan siapa yang bertanggungjawab untuk pencapaian tujuan 
tersebut dan menjalankan perjanjian yang telah dibuat dengan batas-
batasnya. 
Perjanjian tersebut diwujudkan dalam bentuk konstitusi sebagai 
hukum tertinggi di suatu negara (the supreme law of the land), yang 
kemudian dielaborasi secara konsisten dalam hukum dan kebijakan 
negara. Proses demokrasi juga terwujud melalui prosedur pemilihan 
umum untuk memilih wakil rakyat dan pejabat publik lainnya. 
Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran 
serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap 
peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-
benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Peraturan 
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perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan 
secara sepihak oleh dan atau hanya untuk kepentingan penguasa. Hukum 
tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan yang berkuasa, 
melainkan kepentingan keadilan bagi semua orang (justice for all). 
Dengan demikian negara hokum yang dikembangkan bukan absolute 
rechtsstaat, melainkan democratische rechtsstaat. 
Politik hukum HAM dalam negara hukum demokratis harus 
bersifat promotif, protektif dan implementatif terhadap HAM guna 
mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk pelanggaran HAM. 
Promotif, berarti undang-undang yang dibuat memiliki kekuatan moral dan 
hukum yang memungkinkan setiap kebijakan, setiap orang dan kekuasaan 
menghormati dan menghargai HAM. Protektif, berarti undang-undang 
yang dibuat memiliki daya cegah terhadap pelbagai kemungkinan 
terjadinya pelanggaran HAM, sementara implementatif, berarti undang-
undang yang dibuat harus bias dilaksanakan atau diterapkan jika terjadi 
pelanggaran, dan bukan undang-undang yang tidak bisa dilaksanakan, 
baik karena rumusan pasalnya yang kabur, tidak jelas, duplikasi atau multi 
tafsir, maupun karena pelaksana undang-undang tidak independen. 
 
Pengaturan Hak Asasi Manusia  
Dalam konteks Indonesia pasca Orde Baru, pemerintahan telah 
dibuat pelbagai produk aturan hukum, baik berupa perubahan UUD, 
pembuatan UU, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Presiden. Di 
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samping itu, pemerintah juga telah meratifikasi sejumlah konvensi HAM 
internasional. 
Dari pelbagai aturan hukum yang telah dibuat, pengaturan HAM 
dalam UUD 1945, hasil perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat 
merupakan produk hokum paling penting dan mendasar. Hak Asasi 
Manusia yang diatur dalam Pasal 28, 28A-28J telah terlebih dahulu diatur 
dalam UU No. 39 Tahun 1999, yaitu antara lain: hak hidup, hak 
berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, 
hak untuk mendapatkan keadilan, hak atas kebebasan pribadi (antara lain: 
hak untuk tidak diperbudak, bebas memeluk agama, bebas memilih dan 
dipilih, hak untuk berkumpul dan berserikat, hak untukmenyampaikan 
pendapat); hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak untuk turut 
serta dalam pemerintahan.  
Penting karena substansi terekam lebih lengkap dan terperinci. 
Mendasar karena diatur di dalam hukum dasar (Konstitusi) pada semua 
aspek ketatanegaraan dalam negara hukum modern sehingga memiliki 
jangkauan luas yaitu Penghormatan dan perlindungan HAM telah diatur 
formal dan terekam secara substansial pada hampir semua Pasal dalam 
perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat, terkait dan tidak terpisah 
satu sama lain yaitu pembatasan jabatan Presiden hasil perubahan 
pertama misalnya sudah merupakan pemaknaan terhadap arti pentingnya 
pembatasan kekuasaan bagi hak asasi manusia, karena kekuasaan yang 
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tidak terbatas telah terbukti menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan 
(abuse of power); salah satu wujudnya pelanggaran hak asasi manusia. 
Politik hukum HAM di paska Orde Baru juga ditandai oleh 
kebijakan hukum penguatan dan pembuatan pelbagai institusi 
perlindungan HAM sebagai upaya memperkuat institusi penghormatan, 
perindungan dan pemenuhan HAM. 
Politik hukum HAM di era reformasi, yang notabene adalah era 
awal demokrasi ditandai juga oleh pembentukan dan penguatan institusi-
institusi perlindungan HAM, seperti penguatan Komnas HAM, 
pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK), Komnas Perempuan, Komnas 
HAM Anak, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan korban. Pembentukan 
dan penguatan institusi-institusi tersebut ditujukan agar penghormatan, 
perlindungan dan penegakan terhadap HAM dapat dilakukan lebih kuat 
dan lebih baik, terutama mencegah negara mengulangi kesalahan 
melakukan pelanggaran HAM sebagaimana terjadi pada era kekuasaan 
sebelumnya. 
Dalam kaitannya Kontitusi UUD 1945 Pasca Amandemen dengan 
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) sebagaimana pada 
alenia pertama, kedua, dan ketiga, “Bahwa pengakuan atas martabat yang 
melekat pada hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua 
anggota keluarga manusia adalah landasan bagi kebebasan, keadilan, 
dan perdamaian dunia. Bahwa Pengabaian dan Penghinaan terhadap hak 
asasi manusia telah mengakibatkan tindakan-tindakan keji yang membuat 
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berang nurani manusia, dan terbentuknya suatu dunia dimana manusia 
akan menikmati kebebasan berbicara dan berkeyakinan, serta kebebasan 
dari ketakutan dan kekurangan telah dinyatakan sebagai aspirasi tertinggi 
manusia pada umumnya. Bahwa sangat penting untuk melindungi hak 
asasi manusia dengan peraturan hukum supaya orang tidak akan 
terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir menentang 
tirani penindasan”, sebagaimana termuat dalam Pasal 1-30 DUHAM 
Tahun 1948 (Elsam, etl  2009). 
Hal tersebut sejalan dengan mukadimah Undang-Undang Dasar 
1945 pada alenia pertama, kedua dan keempat “Bahwa sesungguhnya 
kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka 
penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan 
peri kemanusiaan dan perikeadilan. Dan Perjuangan pergerakan telah 
sampailan kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa 
mengantarkan rakyat Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil 
dan makmur. Dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” 
Selanjutnya dalam batang tubuh diatur dalam Pasal 28 dan BAB XA Hak 
Asasi Manusia Pasal 28 A-J UUD 1945 (Sekretariat Jenderal Mahkamah 
Konstitusi RI, 2008). 
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Implementasi Hak asasi manusia  
Ditinjau dari sudut sosio-legal dan sosio cultural, sebenarnya 
pengaturan HAM di dalam UUD 1945 memang membuka peluang 
terjadinya pelanggaran-pelanggaran oleh penguasa. Sebab, rumusan 
yang terdapat di dalam UUD 1945 menjadikan HAM sebagai residu 
kekuasaan Negara dan bukan kekuasaan Negara sebagai residu HAM. 
Ada yang berpendapat bahwa UUD 1945 sebenarnya tidak 
banyak memberi perhatian pada HAM, pewadahan gagasan tentang 
Perlindungan Hak-hak rakyat di dalam UUD 1945 lebih merupakan 
pewadahan gagasan Hak Asasi Warga Negara (HAM) yang sebenarnya 
merupakan penerimaan yang sifatnya partikularistik atas HAM. Istilah 
HAM partikularistik biasanya diartikan sebagai HAM yang penerimaan dan 
pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi khusus Indonesia, 
bukan diterima begitu saja sebagai konsep yang siap pakai. Bahkan 
dikatakan bahwa alenia pertama pembukaan UUD 1945 yang menyatakan 
bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa masih dapat dinilai 
partikularistik karena pernyataan itu hanya dijadikan alasan untuk 
kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, dan bukan dukungan atas gagasan 
HAM yang universal. Pasal-pasal lain yang selama ini dianggap sebagai 
jaminan perlindungan bagin HAM, seperti pasal 27 dan Pasal 28 A-J UUD 
1945, sebenarnya lebih merupakan pengakuan atas hak asasi warga 
Negara (HAM) yang partikularistik. Dengan inipun, di dalam konstitusi  
masih dikatakan bahwa hal ini (akan) “diatur dengan undang-undang” 
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yang berarti meletakan konstitusi sebagai fungsi residu HAM dari 
kekuasaan Negara. 
Karena efektifitas pelaksanaan hak-hak konstitusional 
bagaimanapun sangat tergantung pada adanya syarat-syarat  sebagai 
berikut : 
a) Adanya pengetahuan dan pemahaman para warga masyarakat 
terhadap hak-hak konstitusional mereka, yang telah secara jelas diakui 
di dalam Undang-Undang Dasar yang berlaku. Dalam konteks 
Indonesia adalah UUD 1945. 
b) Hak-hak konstitusional tersebut dipandang dan dirasakan oleh para 
warga masyarakat sebagai sesuatu yang esensial untuk melindungi 
kepentingan-kepentingan mereka. 
c) Adanya prosedur-prosedur hukum yang memadahi yang diperlukan 
guna menuntut agar hak-hak konstitusional mereka. 
d) Adanya kecakapan dari para warga masyarakat untuk 
memperjuangkan dan mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. 
e) Adanya sumber daya politik yang memadahi yang diperlukan oleh para 
warga  masyarakat guna memperjuangkan perwujudan hak-hak 
konstitusional para warga masyarakat. 
Syarat-syarat tersebut di atas tidaklah bersifat alternatif tapi 
bersifat komulatif. Itu berarti kelima syarat tersebut diatas diperlukan 
keberadaannya bagi efektifitas pelaksanaan hak-hak konstitusional para 
warga masyarakat (Abdul Hakim Garuda Nusantara, 1988 : 176-177). 
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Didalam negara konstitusional seperti Indonesia perundang-
undangan  yang secara formal konstitusional, ukuran-ukuran kebenaran 
bukan lagi rasa keadilan dan kepatutan dengan sukma etika yang tinggi, 
melainkan kalimat-kalimat undang-undang yang pembuatannya dilakukan 
melalui rekayasa bagi kepentingan pemerintah. Di dalam Negara undang-
undang seperti ini, setiap tindakan pemerintah yang tidak adil diberi 
pembenaran dengan pembuatan UU melalui pemberian atribusi 
kewenangan, sehingga hukum ditempatkan sebagai alat justifikasi dengan 
watak “positifistik-instrumentalistik”. Suatu pemerintah yang berdasarkan 
pada konstitusi tetapi konstitusinya tidak memuat esensi 
konstitusionalisme, dalam arti tidak memberikan jaminan yang sungguh-
sungguh atas perlindungan HAM melalui distribusi kekuasaan yang 
seimbang dan demokratis, bukanlah pemerintah yang konstitusional. 
Pengetahuan dan pemahaman hak-hak konstitusional merupakan 
syarat yang diperlukan bagi efektifitas pelaksanaan hak tersebut. Hal 
tersebut tidak saja karena gagasan negara hukum konstitusional itu baru 
bagi bangsa Indonesia, tapi juga karena waktu yang panjang bahkan 
sampai hari ini struktur kekuasaan patrimornial masih sangat kuat 
mengungkap kehidupan masyakat kita. 
Selain prosedur-prosedur hukum yang memadahi, diperlukan pula 
kecakapan para warga masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak 
konstitusional mereka. Kecakapan disini bukanlah semata-mata 
pengetahuan dan pemahaman hak-hak konstitusional warga masyarakat, 
Relevansi Politik Hukum Hak Asasi….. Muhammad Amin Hamid 
LEGAL PLURALISM : VOLUME 2 NOMOR 1, JANUARI 2012 108 
 
serta berkaitan dengan kepentingan-kepentingan mereka. Tapi lebih 
daripada itu masyarakat harus melakukan berbagai ikhtiar yang halal yang 
diperlukan bagi efektifitas pelaksanaan hak-hak konstitusional. 
 
Politik Hukum Dan Hak Asasi Manusia 
Perlindungan terhadap hak asasi juga ditentukan oleh sistem 
politik yang dianut oleh suatu negara. Sistem politik yang demokratislah 
yang memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia 
terutama hak-hak sipil dan politik. Sebab hak-hak sipil dan politik tergolong 
kepada hak-hak negatif. Artinya, hak-hak dan kebebasan yang dijamin di 
dalamnya akan dapat terpenuhi apabila peran negara dibatasi atau terlihat 
minus. Tetapi apabila negara berperan intervensionis seperti yang 
terdapat pada negara-negara yang otoriter pelanggaran terhadap hak-hak 
sipil dan politik akan terjadi. Pengalaman negara Indonesia dengan 
mempraktekan sistem politik yang tidak demokratis seperti pada zaman 
Orde Lama dan Orde Baru jelas memperlihatkan pelanggaran terhadap 
hak-hak sipil dan politik. Contoh konkrit dapat dikemukakan diantaranya: 
pembubaran DPR hasil pemilu 1955 oleh presiden Soekarno tahun 1960, 
penolakan permohonan untuk mendirikan partai politik, pembekuan partai 
politik, pembrendelan majalah dan koran, peristiwa Tanjung Priuk, 
Peristiwa Dili, Aceh dan sebagainya. 
Pelanggaran terhadap hak asasi manusia sebetulnya karena 
terjadinya pengabaian terhadap kawajiban asasi. Sebab antara hak dan 
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kawajiban merupakan dua hal yang tak terpisahkan. Bila ada hak pasti 
ada kewajiban, yang satu mencerminkan yang lain. Bila seseorang atau 
aparat negara melakukan pelanggaran HAM, sebenarnya dia telah 
melalaikan kewajibanya yang asasi. Sebaliknya bila seseorang/kelompok 
orang atau aparat negara melaksanakan kewajibanya maka berarti dia 
telah memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia. 
Pembentukan lembaga yang mengurus persoalan HAM dan 
pelanggarannya juga merupakan upaya yang memberikan perlindungan 
terhadap hak asasi manusia. Lembaga-lembaga tersebut diantaranya 
KOMNAS HAM, pusat-pusat/Lembaga Kajian HAM yang terbentuk di 
berbagai daerah, LSM dan sebagainya. Lembaga-lembaga ini di samping 
berupaya mensosialisasikan peraturan-peraturan tentang HAM juga 
menerima pengaduan-pengaduan pelanggaran HAM dan meneruskan 
kepada lembaga yang berwenang untuk memprosesnya. 
Ketentuan mengenai jaminan HAM dalam konstitusi, hanya 
mungkin dilakukan dalam sistem politik yang demokratis, karena 
demokrasilah yang memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan 
berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Demokrasi 
menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian 
dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat hal tersebut tertuang dalam 
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Perubahan ketiga menegaskan bahwa 
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar”. Sebelum perubahan, Pasal ini berbunyi, “kedaulatan 
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berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR”. Makna 
perubahan itu menegaskan kedudukan undang-undang sebagai penjamin, 
sekaligus penjaga kedaulatan rakyat. 
 
PENUTUP 
Kesimpulan  
Politik hukum HAM di pasca orde baru (era reformasi) adalah era 
awal demokrasi ditandai oleh pembentukan dan penguatan institusi-
institusi perlindungan HAM, seperti penguatan Komnas HAM, 
pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK), Komnas Perempuan, Komnas 
HAM Anak, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan korban. Pembentukan 
dan penguatan institusi-institusi tersebut ditujukan agar penghormatan, 
perlindungan dan penegakan terhadap HAM.  
Efektifitas perlindungan HAM telah terlaksana sesuai dengan 
amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasca amandemen dengan 
terbentuknya institusi-institusi perlindungan HAM. Dalam pelaksanaan 
pemerintahan hendaknya Presiden memperhatikan HAM yang telah 
tertuang dalam UUD 1945 sehingga pelanggaran HAM masa lalu tidak 
terulang lagi.Dalam konsep Negara hukum Pancasila, perlu adanya 
penekanan tentang pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban 
serta antara kebebasan dan tanggung jawab dalam penegakan HAM. 
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